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BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa Peradilan internasional baru akan digunakan jika penyelesaian melalui

peradilan nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga pelaku dapat lolos dari

tuntutan. Jadi peradilan internasional diselenggarakan untuk mencegah pelaku

pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) lolos dari hukuman, karena tidak

efektifnya peradilan nasional. Pada prinsipnya peradilan internasional

merupakan pelengkap (complementary) dan hanya dibentuk jika mekanisme

penegakan melalui hukum nasional tidak dapat berjalan secara efektif.

Untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah terjadi di

Timor-Timur seperti pembunuhan, penyiksaan, intimidasi, perkosaan,

penculikan, deportasi paksa, dan perbuatan-perbuatan lainnya di masa sekitar

referendum 19999, tidak menutup kemungkinan bagi mahkamah pidana

internasional untuk melaksanakan kompetensi dan yurisdiksinya tersebut

kasus ini, karena faktanya telah terpenuhi persyaratan materiil yang ditetapkan

oleh statute Roma. Dalam kasus Timor-Timur, pengadilan HAM ad Hoc

secara obyektif dinilai telah gagal melaksanakan kewajibannya mengadili

individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya rangkaian kejahatan

terhadap kemanusiaan di Timor-Timur. Berbagai hasil temuan dan analisa

komprehensif telah membuktikan dan menyimpulkan bahwa terdapat
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kelemahan-kelemahan yang fundamental dalam proses hukum untuk kasus

tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain : tidak ada komitmen

HAM pemerintah, regulasi dari perspektif HAM sanga tidak memadai dan

membelenggu, sumber daya Hakim-hakim dan Jaksa-jaksa sangat tidak

memenuhi kualifikasi untuk mengadili dan menuntut kasus-kasus pelanggaran

HAM, dan kelemahan-kelemahan yang mendasar berkaitan dengan saksi.

Kelemahan-kelemahan tersebut tidak boleh dan tidak mungkin untuk

ditolerir apalagi dibiarkan. Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional

kasus tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diproses kembali.

Pengambilalihan atau intervensi Mahkamah Pidana internasional untuk

mengadili kembali individu-individu yang telah melakukan kejahatan

kemanusiaan di Timor-Timur merupakan salah satu alternative atau langkah

yang baik, karena secara normative internasional, pengulangan kembali proses

pengadilan terhadap kasus Timor-Timur tidak melanggar prinsip-prinsip

fundamental hukum internasional. Pengulangan kembali proses pengadilan

atas kasus tersebut merupakan kewajiban yang bersifat erga omnes bagi setiap

atau seluruh komunitas dunia dan harus direalisasikan. Sedangkan komisi

kebenaran dan rekonsiliasi atau komite kebenaran dan persahabatan bukan lagi

merupakan satu solusi yang tepat untuk konteks pengadilan kasus Timor-

Timur.

 

 



57

B. Saran

Pada saat ini setiap Negara dituntut untuk dapat menyelenggarakan

peradilan HAM secara efektif. Demikian pula pembentukan pengadilan HAM

di Indonesia diharapkan dapat efektif dalam penyelesaian kasus-kasus

pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian penyelesaian

kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya kasus pelanggaran

HAM yang terjadi di Timor-Timur yang pelakunya adalah warga Negara

Indonesia cukup diselesaikan melalui peradilan nasional Indonesia.

Mengingat peradilan internasional PBB dibentuk melalui resolusi-

resolusi Dewan Keamanan PBB, maka hubungan timbale balik dengan

Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga akan

mempengaruhi perlu tidaknya dibentuk peradilan internasional bagi

pelanggaran HAM di Timor-Timur. Oleh karena itu Indonesia perlu

meningkatkan hubungan baik dengan anggota-anggota tetap guna menghindari

dikeluarkannya resolusi tentang pembentukan peradilan internasional bagi

penyelesaian kasus pelanggaran HAM Timor-Timur tersebut.
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